





 Upaya Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam Mitigasi Bencana 
Wilayah Kabupaten Probolinggo meliputi Regulasi, sosialisasi kepada 
masyarakat, pembentukan satgas baik dari dinas Penanggulangan Bencana Daerah 
maupun instansi terkait lainnya, pengalokasian anggaran penanggulangan 
bencana. 
 Pertama, regulasi. Produk hukum mengenai kebijakan penanggulangan 
bencana di kabupaten probolinggo termasuk dalam mitigasi bencana Gunung 
Bromo di wilayah Kabupaten Probolinggo saat ini sedang memproses Perda Baru 
tantang Penanggulangan Bencana Tahun 2014, namun untuk penentuan Nomor 
Perda masih dalam pembahasan. 
Kedua, sosialisasi kepada masyarakat  dilapangan menunjukkan belum 
ada satu kesepahaman antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 
Probolinggo dalam mencermati isi produk hukum dan penjelasan mengenai 
bahaya dampak letusan Gunung Bromo serta cara menghindarinya. Masyarakat di 
kawasan rawan bencana Gunung Bromo tidak mengetahui aturan tentang mitigasi 
bencana letusan Gunung Bromo. 
Ketiga, pembentukan satgas baik dari dinas Penanggulangan Bencana 
Daerah maupun instansi terkait lainnya, aktor pelaksana dalam penanggulangan 
bencana dari segala instansi di Kabupaten Probolinggo tidak memiliki struktur 
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organisasi yang khusus. Sehingga koordinasi penanggulangan bencana kurang 
berjalan dengan baik khususnya dalam penangglangan bencana Gunung Bromo. 
Keempat, sebagaimana kita ketahui bahwa pengalokasian dana 
penanggulangan bencana alam Kabupaten Probolinggo selama ini belum secara 
khusus diangarkan.anggaran. penganggarannya hanya berupa dana sisa atau dana 
cadangan yang jumlahnya sangat minim. 
Sehingga dari empat hal upaya penangggulangan bencana di atas, dapat 
disimpulakan bahwa sinergitas antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat, dalam 
mitigasi bencana Gunung Bromo meliputi penanggulangan pra bencana, 
penanggulangan saat bencana, dan penanggulangan pasca bencana tidak 
ditemukan peran yang seimbang antara keduanya dalam penanggulangan bencana. 
Dimana posisi pemerintahlah yang paling mendominasi dalam perananannya. 
 
5.2 Saran-saran 
5.2.1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Penunjang 
1.  Sebagai bagian dari program mitigasi bencana, Pemerintah 
Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo  dapat turut memasang 
rambu-rambu bahaya letusan Gunung Api Bromo. Bila ini dilakukan 
maka penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana letusan 
Gunung Api Bromo kemungkinan besar akan apresiatif. Terlebih 
lagi bila sebelum pemasangan rambu larangan di kawasan rawan 
bencana letusan Gunung Bromo, Pemkab melakukan pendekatan 
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musyawarah dan minta pertimbangan kepada penduduk atau tokoh 
masyarakat sekitar. sekiranya rambu-rambu jenis apa yang 
dibutuhkan oleh penduduk di sekitar wilayah tersebut. 
2.  Pemerintah Kabupaten Probolinggo harus segera mengalokasikan 
anggaran khusus Penanggulangan Bencana beserta anggaran mitigasi 
bencana di wilayah Kabupaten Probolinggo dalam pos Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo.  
3.  Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung 
penanggulangan bencana di Kabupaten Probolinggo segera 
dilakukan. Tidak cukup menambah ”kuantitas” sarana dan prasarana 
saja, namun juga diperlukan upaya maintenance dan perbaikan 
terhadap sarana dan prasarana tersebut. 
5.2.2 Penguatan Kapasitas Sumber Daya/ Masyarakat/ NGOs (Non 
Government Organizations) Pendukung Eksternal 
1. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat lokal, 
khususnya yang beraktivitas dan bermukim di kawasan rawan 
bencana mengenai bahaya bencana serta kerugiannya baik korban 
jiwa dan materi (dalam hal ini bencana letusan Gunung Bromo) 
harus menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Contoh 
kasus letusan Gunung Bromo masyarakat harus memiliki informasi 
mengenai produk hukum yang ada, karakteristik Gunung Bromo, 




2. Keberadaan non government organizations (NGOs) seperti Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) yang pernah ada saat Gunung Bromo 
mulai erupsi seperti Tahun 2010-2011 kemarin harus lebih 
ditingkatkan perannya. Keberadaan non government organizations 
(NGOs) harus terus menerus didukung dan ditingkatkan guna 
perbaikan kebijakan penanggulangan bencana dari waktu-waktu.  
 
 
 
  
